
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR  27  TAHUN  2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI 

PROFESI (BKSP) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa nama-nama personalia Badan Koordinasi Sertifikasi Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta; 

b. bahwa ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Koordinasi

Sertifikasi Profesi (BKSP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 827); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Perindustrian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan

Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

SALINAN 



     

 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);   

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4408); 

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

KEP.227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional; 

11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

KEP.69/MEN/V/2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.227/MEN/2003 tentang 

Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan    : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

GUBERNUR DAERAH  ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 

2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI 

PROFESI (BKSP) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2006 Nomor 3), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus. 

2. Ketentuan Pasal 32 ditambah ayat (3) baru sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 32 

(1) Keanggotaan BKSP berasal dari Asosiasi Profesi, Asosiasi Industri, Lembaga 

Pendidikan dan Pelatihan, Pakar, dan Instansi Teknis terkait. 

(2) Masa bakti keanggotaan BKSP selama 5 (lima) tahun. 



(3) Keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 11 Juli 2011 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

TTD 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 11 Juli 2011 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

TTD 

TRI HARJUN ISMAJI 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  TAHUN  2011  NOMOR 27 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

ttd 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 


